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RINGKASAN

Tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui manajemen pemanfaatan
keuangan DD di area pandemi Covid19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau
Kabupaten Malang Jawa Timur.

Riset ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan fakta atau
kenyataan yang terjadi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
berkaitan dengan manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di area pandemi
Covid-19. Jenis data pada riset ini ialah data primer berupa wawancara peneliti
dengan informan dan data sekunder berupa kuantiti DD yang Nampak pada
dokumen DD tahun 2020, kuantitas sukarela desa, kuantiti budget data Covid19 di
Desa berasal dari DPMD. Sedangkan untuk mengumpulkan data memakai
observasi dan dokumentasi. Yang menganalisis data memakai metode statistik
deskriptif, model yang digunakan interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil riset memaparkan Pemerintah Desa dapat menggunakan DD untuk
memanfaatkan bantuan secara tunai dan secara langsung kepada masyarakat yang
kurang mampu. Pemerintah Desa Sumbersekar dengan para elemen para
masyarakat kolektif agar bisa mendapatkan pencegahan tersebarnya Covid-19
sesuai ketetapan pemerintah. Manajemen pemanfaatan keuangan dana desa
sebelum pandemi dan disaat Covid-19 di area pandemi Covid-19 Desa
Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur bahwa mengelola DD untuk
penanganan Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Jawa Timur maka diketahui budget DD besarannya Rp. 854.383.000,-.
Berdasarkan kuantiti yang sudah disebutkan, dimanfaatkan pada aktivitas pada
bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa banyaknya Rp 683.799.300,- (sekitar
80%) dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp.
111.219.600,- (sekitar 13%). Calon yang menerima BLT berjumlah 56 keluarga,
serta kendala manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di area pandemi
Covid-19 antara lain: faktor tentang Dana Desa berdasarkan regulasi yang ada,
faktor tentang aspek tata laksana, faktor tentang keterbatasan pada aspek
pengawasan, dan bermacam-macam inovasi untuk melakukan pembangunan
dengan BLT menggunakan DD di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten
Malang Jawa Timur

Kata Kunci : Manajemen, Dana Desa, Covid-19.
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1.1. Latar Belakang
Covid19 akhir-akhir ini bikin heboh masyarakat sosial, ekonomi juga ada
perubahan yang sangat signifikan. Bukan hanya menyerang pada kesehatan
saja, tetapi juga membuat tekanan pada tatanan ekonomi berbagai sudut,
tanpa terkecuali juga mengubah ekonomi desa. Banyak pemerintah
mengupayakan untuk mencegah dan mencoba menanggulangi ekonomi pada
tingkat pedesaan diantaranya ialah memaksimalkan DD. Presiden Joko
Widodo mempunyai proker Nawacita yang diprogramkan semenjak tahun
2014 sejak menjabat pertama kalinya. Diantaranya pembangunan terhadap
Indonesia dari terpinggir dimulai dari yang terkecil daerah dan desa dalam
rangka NKRI (Kominfo, 2015). Proker mempunyai kesesuaian dengan UU
No. 6 Tahun 2014 terkait desa merupakan bagian dari otonomi daerah yang
besar untuk desa supaya menjadi desa yang mandiri untuk mensejahterakan
kehidupan masyarakat. (Saputra 2020).
sejak 2020 banyak musibah non alam yang menimpa yaitu Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mempunyai dampak pada beberapa
sektor yang ada di Indonesia (Faturrahman et al., 2020),dan juga pada
pengelolaan finansial desa. Coronavirus ialah satuan virus yang bisa
memberikan penyakit pada hewan maupun manusia. Dampak yang terpapar
coronavirus yang terpapar bisa terganggu pada pernapasan dimulai pada
gejala berbatuk, hidung keluar lendir, bahkan jika sudah fase parah Middle
East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS). Coronavirus yang terpapar akan menyebabkan COVID19 (WHO,
2020). Pada tanggal 19 April 2020 data yang sudah ditampung ada sejumlah
6.575 kasus yang sudah dinyatakan positif, 582 orang sudah dinyatakan
meninggal, dan ada 686 orang bisa disembuhkan (Kemenkes, 2020).
Pemerintah mengupayakan untuk meminimalisir terpaparnya virus corona
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah menggantikan UU No. 1 Tahun 2020

terkait Kebijakan-kebijakan finansial bangsa dan supaya menstabilkan sistem



finansial untuk menangani Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan tujuan
mengupayakan akan terjadinya ancaman yang bisa membuat ekonomi merosot
sehingga pemerintah mengupayakan untuk menstabilkan keadaan finansial dengan
memberikan perubahan yang baru agar bisa memaksimalkan dari terpaparnya
Covid19 terkait ekonomi pada desa. Terdapat pasal 2 ayat 1 huruf (i) memaparkan
bahwasannya diperlukan (refocusing), menyesuaikan pengalokasian atau
mengadakan pemotongan anggaran transfer pada daerah dan DD menggunakan
ketentuan yang sudah ditentukan. Pada pemaparan PERPU disebutkan untuk
mengutamakan penggunaan DD ialah DD sekarang bisa dialih fungsikan untuk
memberikan bantuan kepada rakyat yang kurang mampu dan aktivitas
penanggulangan Covid-19. Ini selaras dengan perpu agar memberikan kebebasan
terkait pengalihan DD untuk Covidl9 yang mana PERMENKEU No.
40/PMK.07/2020 terkait berubahnya PMK No. 205/PMK.07/2019 terkait
kelolanya DD, dan PERMENDES, Pembangunan Daerah yang sudah ditinggal
dan berpindah No. 6 Tahun 2020 terkait berubahnya Permendes PDTT No. 11
Tahun 2019 yang bagaimana maksud untuk pengaturan terkait memprioritaskan
pemakaian DD pada Tahun 2020 untuk: (1) mencegah dan menangani Covid-19;
(2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) BLT Desa. Ini tentunya ada perbedaan pada
PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana pada ketentuan yang sudah disebutkan tidak
dijelaskan secara detail terkait DD yang ditunjuk untuk penanggulangan Covid-
19.

Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola desanya. Yang
mana sesuai dengan yang sudah diamanahkan dan tercantum dalam UU desa No.
6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwasannya desa ialah satu yang menyatukan
masyarakat mempunyai nilai hukum dan ada batas wilayah dan memiliki
wewenang untuk mengatur dan mengurus, keinginan masyarakat yang ada
sekitarnya sesuai dengan keinginan masyarakat, baik dari usulan, budaya yang
sudah dihormati dan sudah terakui pada sistem pemerintah Indonesia. Sebagai
penyokong melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menyelenggarakan
pemerintah, PP No. 43 Tahun 2014 terkait kebijakan yang berkaitan dengan UU
No. 6 Tahun 2014 terkait Desa yang memaparkan bahwasannya setiap desa akan

mendapatkan bantuan dari DD per satu periode dengan anggaran dari pemerintah



pusat melalui APBN. Pengalokasian DD merupakan diantara yang bersumber
penghasilan desa yang mempunyai tujuan supaya mengentaskan kemiskinan
pembangunan setiap desa, memberikan peningkatan pelayanan kepada public,
mendorong untuk maju ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan
masyarakat desa yang mana selaku pelaku untuk membangun desa. Sebab itu,
desa bisa merubah menjadi desa Pancasila yang bisa diandalkan untuk
menghadapi bermacam-macam problematika dan tantangan (Sumodiningrat,
2020).

Landasan yang berurusan dengan pemerintah desa ialah beranekaragam, ikut
sertaan, kebebasan desa, demokrasi, dan perdamaian masyarakat. Selain itu
terdapat untuk menyelenggarakan pemerintah desa maka setiap aparat pemerintah
desa harus paham betul terkait hak desa dan kewajiban desa, beserta hak-hak dan
kewajiban masyarakat desa untuk mengelola setiap anggaran pendapatan dan
finansial desa. Saluran DD untuk kepala desa dilakukan dengan bertahap sesuai
dengan syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk yang digunakan untuk
desa, sesuai dengan yang sudah disiarkan PERMENDES, Infrastruktur Daerah
yang masih Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 terkait
memprioritas kegunaan DD 2020, berfokus pada pendanaan pelaksanaan proker
dan aktivitas pada pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Ketika saat melaksanakan, ada beberapa faktor kendala yang sering terjadi ketika
pada saat menyalurkan DD, adanya tertundanya disebabkan kurang lengkapnya
persyaratan ada yang tidak sama dengan yang sudah ditetapkan APBDes pada
suatu desa. Disaat pada masa tahapan DD, banyak problem yang terjadi seperti
halnya tidak sesuai kegunaan DD yang sudah ditentukan oleh Menteri Desa
PDTT.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015, Desa ialah satuan
yang menyatukan masyarakat yang sudah mempunyai keterbatasan wilayah dan
kewenangan sebagai pengatur kepala desa dan untuk mengurusnya desanya.
Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa setidaknya dari setiap desa bisa
memberikan wujud terkait terbentuknya desa mandiri yang mana : (1) Desa tidak
bukan hanya sekedar sasaran penerimaan pemanfaatan, akan tetapi sebagai

sasaran yang akan memberikan manfaat warga masyarakat; (2) bagian dari



komponen desa harus kolektif kolegial dan satu dalam gerakan guna
mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan untuk masyarakat; (3) ada
kemampuan desa untuk upaya mendapatkan penghasilan dan bisa tercukupi atas
keinginan dan kepentingan masyarakat desa seperti halnya kebutuhan makanan,
energi, pelayanan yang mendasar dan lain-lain. Hal ini selaras dengan konsep
yang dipaparkan pemerintah pusat untuk mengupayakan pembangunan negara.
Untuk menciptakan hal yang demikian pemerintah pusat mengucurkan dana yang
besar kepada tiap-tiap desa yang dikenal dengan DD. Hidayati (2016)
berpendapat, DD yang sudah dicairkan ke desa untuk dikelola oleh kepala desa
dengan tujuan supaya apa yang diinginkan desa tercapai. Sesuai UU Nomor 6
Tahun 2014, DD ialah dan yang sumbernya dari APBN yang alih fungsikan
kepada Desa yang mana di ditransfer menggunakan budget penghasilan dan
dibelanjakan ~ kabupaten/kota  dan  digunakan  sebagai = pembiayaan
menyelenggarakan ~ pemerintah,  melaksanakan infrastruktur, = membina
kemasyarakatan, dan SDM.

Hasil penelitian Sonia (2021) memaparkan bahwasannya proses
merencanakan DD untuk BLT-Desa dilakukan dengan musyawarah yang khusus,
kedua untuk melakukan ada 17 kriteria kurang mampu oleh Pemerintah Desa
Sumbermulyo, ketiga untuk melaksanakan penatausahaan DD terkait BLT-Desa
Pemdes Sumbermulyo memakai Sistem Keuangan Desa dan yang keempat dalam
pelaporan dan akuntabilitas Pemdes Sumbermulyo menyusun LPJ yang terdiri
dari terkait melakukan BLT-Desa di Desa Sumbermulyo. Juga penelitian oleh
Suci (2019) memaparkan bahwasanya belum meningkatkan kesejahteraannya
secara menyeluruh karena ADD yang sangat kurang sehingga berdampak pada
komposisi untuk membagikan yang dirasakan kurang.

Melalui uraian yang sudah terpaparkan diatas maka peneliti ada ketertarikan
untuk mengulas “Manajemen Pemanfaatan Keuangan DD di Area terpapar Covid-

19 di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Riset ini memaparkan beberapa rumusan masalah berikut ialah:



1. Bagaimana konsep manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di Desa
Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur ?

2. Bagaimana manajemen pemanfaatan keuangan dana desa sebelum pandemi
Covid-19 di area pandemi Covid-19 Desa Sumbersekar Kabupaten Malang
Jawa Timur ?

3. Bagaimana manajemen pemanfaatan keuangan dana desa selama pandemi
Covid-19 di area pandemi Covid-19 Desa Sumbersekar Kabupaten Malang

Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian
Riset ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di
Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui manajemen pemanfaatan keuangan dana desa sebelum
pandemi Covid-19 di area pandemi Covid-19 Desa Sumbersekar Kabupaten
Malang Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui manajemen pemanfaatan keuangan dana desa selama
pandemi Covid-19 di area pandemi Covid-19 Desa Sumbersekar Kabupaten

Malang Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti
Riset ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman, dan
wawasan dari apa yang sudah diteliti penelitian yang dilakukan dengan cara
peneliti bisa implementasikan teori yang sudah diperoleh selama menjadi
mahasiswa.

2. Bagi Pemerintah Desa Sumbersekar Kabupaten Malang



Harapannya riset ini menginformasikan yang berfaedah untuk Pemerintah
Desa Landungsari Kabupaten Malang terkait manajemen pemanfaatan

keuangan dana desa pada masa pandemi Covid-19.
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